
Menteri Perindustri.n Republik Indonesi. 

PERATURAN 

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA 


NOMOR: 50/M-IND/ PER/5/2011 


TENTANG 


PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 

KABEL SECARA WAJIB 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 


MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, 


Menimbang a. 	 bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri 
nasional dan menjamin mutu hasil industri, melindungi 

konsumen terhadap mutu prod uk serta menciptakan peesaingan 
usaha yang sehat dan adil, perlu mengatur kembali 
pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kabel 
secara wajib sebagaimana diberlakukan dengan Peraturan 
Menleri Perinduslrian Nomor 42/M-IND/PER/3/2010; 

b. 	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huru! a, perlu dikeluarkan Peraluran Menleri 
Perindustrian; 

Mengingat 1. 	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 
Perinduslrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3274); 

2. 	 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 lentang 
Pengesahan Agreement Establizing Ihe World Trade 
Organisalion (Persetujuan Pembenlukan Organisasi 
Perdagangan Dunia) Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 57 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3564) ; 



Menetapkan 

Poraturan Menteri Psrintiustfian RI 
Nomor SO/M- INn/PEws/zon 

10. 	 Kepulusan Preslden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 
2001 tectang Komlle Akreditasi Nasional; 

11. 	 Keputu,an Presiden Republik Indonesia Nomor 84IP Tahun 
2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
Periode 2009-2014; 

12. 	 Peraturan Menteri Perdagangan Nomar 141M­
IND!PER1312001 tentang Standardlsasi JaBa Bidang 
Perdagangan dan Pengawasan Slander Naslonal Indonesia 
(SNI) WaJib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan 
sebagaimana telah diubah dangan Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 30IM-DAGIPERI712007; 

13. 	 Peraturan Menteri Perdagangan Nomar 201M­
DAGIPERI512009 tentang Ketentuan dan tata Cara 
Pengawasan 8arang dan atau Jasa; 

14. 	 Peraturen Menteri Perindustrian nomor 861M· 
INDIPERI9/2009 teotang Standar Nasional Indonesia Bidang 
Indust,,; 

15. 	 Peratursn Menteri Perindustrian Nomor 105/M­
IN DIPER/1 0120 1 0 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perindustrian; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG 
PEMBERLAKUAN STAN DAR NASIONAl INDONESIA (SNI) 
KABEL SECARA WAJIB. 

Pasal 1 

Dalam Peraturen Menteri inl yang drmaksud dengan: 

1. 	 Sertifikat Produk Penggunaan Tenda SNI yang selanjutnya 
disebut SPPT-SNI adaleh Sertifikat Produk Penggunaan 
Tanda SNI yang dikeluarkan olsh Lembaga Sertifikasi 
Produk kepada produsen yang rnampu memproduksi 
Kabel sesuai persyaratan SNI. 
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Per~tl)ra'1 Menteri PeriodustriS11 Rl 
Nomor SO/M-IND/l'ER/5/2011 

2 	 Lembaga Sertlfikasi Produk yang selanJutnya disebut 
LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan 
Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI. 

3. 	 Laboratorium Penguji adalah leboratorium yang 
melakukan keglaran pengujian terhadap contoh barang 
sesuai speslflkasilmelode vjl SNI. 

4. 	 Komile Akreditasi Nasionai, yang selanjutnya disebul KAN 
adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan 
bertanggung Jawab langsung kepada Presiden dengen 
lugas menetepkan sistem akreditasi dan sertifikasi serta 
berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan 
laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi. 

5 	 Survellan adalah pangecekan secara berkala dan atau 
secara khusus terhadap perusahaanlprodusen yang telah 
memperoleh SPPT SNI alas konsistensi penerapan SPPT 
SNI, yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk. 

6. 	 Petugas Pengawas Standar Barang dan alau Jasa di 
Pabrik yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai 
Negeri Sipll di pusat alau daerah yang ditugaskan untuk 
melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi 
produksi dan di luar lokesi kegietan produksi yang SNlnya 
telah diberlakukan secara wajib. 

7. 	 Menteri adalah Menterl yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perindustrian. 

8. 	 Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktora! 
Jandersl Basis Industri Manufaktur, Kemenlerian 
Perindustri,:m, 

9. 	 Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur 
Jandersl Basis Industri Manufaktur, Kernenlerian 
Perindus!rian. 

10. 	Direktur Pembina Indusln adalah Direklur yang membina 
industn Kabel peda Drrekloral Janderal Basis Industri 
Manufaktur Kementerian Perindustrian. 
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Per;:tluran Menten Perindustrian RI 
Nomor SO/ M- INO/ PERfS/ZOll 

11. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan 
Mutu Industri, Kementerian Perindustrian . 

12. Dinas Provinsi adalah Dinas 

menyelengarakan 
perindustrian. 

urusan pemerin

Provinsi yang 
bidangtahan 

13. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di Kabupaten/Kota 
yang menyelengarakan urusan pemerintahan bidang 
perindustrian. 

Pasal 2 

(1) Memberlakukan 	 secara wajib SNI Kabel terhadap jenls 
Kabel dengan SNI dan Pos Tarif/HS sebagai berikut: 

No Jenis Produk No. SNI Pos raril/ 
Harmonized 

System (HS) 

1. Kabel berinsulasi SNI 04-6629.3­ 8544 .11 .00.20 
PVC dengan 
tegangan pengenal 

2006 8544 .11 .00.30 

sampai dengan 
450n50 V - Bagian 
3: Kabel nirselubung 
untuk perkawatan 
mangun 

8544.19.90.00 

2. Kabel berinsulasi SNI04-6629.4­ 8544.11.00.20 
PVC dengan 
tegangan pengenal 

2006 8544.11.00.30 

sampai dengan 
450n50 V - Bagian 
4: Kabel 
berselubung untuk 
perkawatan mangun 

8544.1990.00 

3. Kabel berinsulasi 
PVC dengan 
tegangan pengenal 
sampai dengan 
450n50 V - Bag ian 
5: Kabel 
fleksibel(kabel 
senur) 

SNI 04-6629.5­
2006 

8544.11 .00.20 

8544.11 .00.30 
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Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomor SO/M- IND/PERfS/20n 

4. Kabel daya dengan SNIIEC 8544.11 .00.20 
insulasi ekstrusi dan 
lengkapannya unluk 

60502-12009 8544.11 .00.30 

legangan pengenal 8544 .11 .00.90 
dari 1 kV (Um = 1,2 
kV) sampai dengan 
30 kV (Um = 36 kV) 
- Bagian 1 Kabel 
unluk voltase 
pengenal 1 kV (Um 
= . 1,2 kV) sampai 
dengan 3 kV (Um = 
36 kV) 

8544.60.10.00 

5. Kabel daya dengan SNIIEC 8544.11 .00.20 
insulasi ekstrusi dan 
lengkapannya unluk 

60502-2:2009 8544.11 .00.30 

legangan pengenal 8544 .11 .00.90 
dari 1 kV (Um = 1,2 
kV) sampai dengan 
30 kV (Um = 36 kV) 
- Bagian 2 Kabel 
unluk vollase 
pengenal 6 kV (Um 
= 7,2 kV) sampai 
dengan 30 kV (Um = 
36 kV) 

8544 .60.10.00 

(2) Kabel 	sebagaimana dimaksud pada ayal (1) merupakan 
kabel unluk penghanlar arus lislrik. 

Pasal 3 

Perusahaan yang memproduksi Kabel sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan SNI dengan: 

a. 	 memiliki SPPT-SNI Kabel sesuai dengan kelenluan yang 
berlaku ; dan 

b. 	 membubuhkan tanda SNI pada seliap produk Kabel 
dengan cara yang mudah lerbaca dan tidak mudah hilang. 
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Peraturan Merten PenMustnan R! 
Nemer 50!~~ IND/PER/5/2011 

Pasal4 

(1) Katen1uan 	 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Mak 
berlaku terhadap Kabel dangan jenis tertentu yang mamiliki 
kesam3an Pos Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
apebll.: 

a, 	 lelah memiliki SIandar Nasional Indonesia 1e(sandiri 
atau standar lain dengan ruang lingkup, jenis atau 
speSifikasi yang berbeda dangan SNI sebagaimana 
dimaksud delam Pasal 2, alau 

b, 	 sebagai bahan komponen prod uk tujuan ekspor. 

(2) Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus 
memiliki Pertimbangan Takni, dari Dirak10ral Janceral 
Pembina IndustrL 

(3) Pertimbangan Taknis sebagaimana dimaksud pad a ayet (2) 
sekurang-kurangnya memuat informasl sebagai beriku\: 

a, 	 Identltas perusahaan pemohon; 

b, 	 kepesl!as produksi den rencana produkSi perusahaan; 

c, 	 jumlah produk yang akan diimpor (bagi barang impor); 
dan 

d, 	 spesilikasi prodJk< 

(4) Pemberian 	Pertlmbangan Taknls sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan bardasarkan permohonan 
perusahaan. 

(5) Dalam memberikan Pertlmbangan Taknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2)< Drrektoral Jenderal Pembina 
Industri dapat berkoordinasi dangan instansi terkal! dan 
asosiasi industri. 

(6) Kewenangan pemberlan Pertimbangan Teknis 
gabagalmane dimaksud pada ayal (2) dilimpahkan pada 
Direktur Pembina Industri. 

7 



Peraturan Menteri Pen(ldU$trian RI 
Nomqr 50/~HND/PElVS/2D 11 

(7) Ketentuan dan parsyaratan pemberian Pertimbangan 
Teknis sebagaimana dimaksud pade ayat (2) diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Direklur Jenderal Pembina 
Industr!. 

Pasal5 

(1) Penerbitan SPPT·SNI Kabel sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf a dllakukan oleh LSPro yang lelah 
terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ditunJuk oleh 
Menleri. melalui: 

a. 	 pengujian kesesuaian mutu Kabel sesuai dengan 
ketenluan dalam SNI Kabel; dan 

b. 	 audit penerapan Sislem Manajemen Mulu SNI ISO 
9001 :2008 atau revlsloya atau sistem manaJemen mulu 
lain yang diakuL 

(2) Pangu)ian sebagaimana dimaksud pada ayat 	(1) huru! a 
dilaksanakan oleh: 

a. 	 Laboratorium Penguj; yang telah lerakreditasi olel1 KAN 
dangan wang lingkup Kabel dan dilunjuk olel1 Menleri; 
atau 

b. 	 Laboratorium d. luar negeri yang dilunjuk olen Menteri 
sepanjang lelah mempunyai perjan)ian saling 
pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA)) 
antara KAN dengan Badan Akreditasi negara 
bersangkutan serta memiliki perjanjian bilateral alau 
multilateral di bidang regulasi laknis antara Pernarinlah 
Republik Indonesia dengan negara yang bersangkulan. 

(3) Audit penerapan sistam manaJemen mutu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huru! b berdasarkan jaminan mutu 
yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu 
yang telah terakreditasi oleh KAN atau Badan Akredilasi 
negara pengekspor yang telah menandatangam Perjanjian 
Saling Pengakuan (Mulual Recognilion of Arrangemenl 
(MRA» dengan KAN. 
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Peraturan Me'lleri PeriMwstnafl R! 

Nomor 50;,!-lND/PER/5/2011 

(4) Apabila beium tersedia LSPro dan atau Laboratorium 
Panguji yang terakredi!asi oleh KAN sesuai ruang lingkup 
SNI Kabel. Menteri dapat menunjuk LSPro dan alau 
Laboratorium Penguji yang kompetensinya lelah dievaluasi 
oleh BPKIMI. 

(5) LSPro 	 dan alau Laboratorium PangUJ; yang ditun]uk 
sebagaimana dimeksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) 
tahun sajak penunjukkan harus lelah diakreditasi KAN< 

Pasal6 

Setiap Kabel sebagalmana dimaksud dalam Pesel 2 yang 
diperdagangkan d; dalam neger;, yang berasal dari hasil 
produksi dalam negeri atau impor wa)lb memenuhl ketentuan 
SNI sebagaimana dlmaksud dalam Pasel 3 dan dilampiri Mill 
Certificate bagi Kabel impoL 

Pasal7 

(1) LSPro sebagaimana 	dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
wajib melaporkan atas pelaksanaan sertifikasi kepada 
Direktur Jenderal Pembina Inilustri dan Kepala BPKIMI< 
selambal-Iambalnya 7 (tll)uh) hari kerja sejak penerbitan 
SPPT-SNI. 

(2) LSPro 	 yang menerbitkan SPPT-SNI Kabel bertanggung 
jawab alas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI 
terhadap SPPT-SNI yang diterbitkan< 

PasalS 

Kabel sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang berasal dari 
impor dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dilarang masuk daerah 
Pabean Indonesia< 
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Pera1u-an Menten Perindusinan RI 
Nomor SO/N- IND/PER,/S/ZOll 

PaBaI 9 

(1) Kabel yang berasai dari hasil produKsi dalam negen dan 
tidsk memenuhi katen!ua" SNI sabagaimana Glmaksud dalam 
Pasal 6 dilersng untuk dledarkan dan harus dimusnahkan 
oleh produsen yang bersangkutan. 

(2) Kabel yang beredar di pasar, yang barasal dari. 

a. 	 produksi dalam negeri dan tidak memenuhi katentuan 
sebagaimana dimaksud delam Pasal 6 herus ditarik 
dari peredarsn dan dimusnahkan oleh produsen yang 
bersangkutan; dan 

b. 	 impoL yang !idak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal e, wajib ditarik dan pereda ran 
dan disalesaikan berdasarken ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Tata 	 cara penarikan produk dan peredaran dan 
pemusnahan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dan 
ayat (2) dilakukan sesual ketenluen peraturen 
perundang-undangan 

Pasal10 

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap peleksanaan 
penerapan SNI Kabel sabagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 dilakukan olsh Direktorat Jenderal Pembina Industri. 

(2) Pangawasen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sekurang-kurangnya 1 (salu) kali delam setahun 
yang dilaksanakan oleh PPSP. 

(3) Dalam 	 melakukan pengawasan sebagalmana dimaksud 
pada ayat (2) Direktoral Janderai Pembina Industn dapat 
berkoordinasi dengan Dinas Provinsl dan atau Dinas 
KabupatenlKola atau inslansi terkai!. 

(4) BPKIMI 	 me!aksanakan pembinaan terhadap Lembaga 
Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Kabel. 
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PeralurClI1 Menten PenMustn<;ifl RI 

Nomor SO/M- IND/PER/5/2011 

(5) Dalam melaksanakan pembinaa" sebagaimana dimaksud 
pada ayet (4), BPKIMJ dapat memberikan sanksi kepada 
LSPro yang tidai< menyampaikan laporan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 sesuei ketentuan peraturen 
perundang-undangan. 

Pasal 11 

Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk Teknls 
peJaksanaan Peraturan Menteri ini. 

Pasal 12 

Pelaku usaha, LSPro dan atau Laboratorium Penguii yang 
melakukan pelanggaran !erhadap ketentuan dalam Peraiuren 
Menter! ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

Pasal 13 

SPPT-SNI Kabel yang tetah dilerbitkan sebelum diberlakukan 
Peraiuren Menteri inl, dlnyalakan berlaku sampai dengan 
berakhir masa berlakunya 

Pasal 14 

Peraluran perundang-undangan yang merupakan peraturan 
pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perlndustrlan Nomor 
421M-INDIPER1312010 tentang Pemberlakuan Standar 
Nasional Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajlb, wajtb 
disesuaikan dangan ketentuan dalam Peraturan Menterl Inl 
selambat-Iambatnya 2 (dua) bulan sejak tangg81 dlundangkan 
Peraturan Menteri in!. 
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Peraturan Menteri Perindustrian RI 
Nomar : 50fM-INO/PERISf2011 

Pasal 15 

Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M­
IND/PER/3/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib dinyatakan tetap berlaku 
sepanjang belum diganli dan tidak bertentangan dengan 
Peraturan Menteri ini. 

Pasal16 

Dengan diundangkan Peraturan Menteri ini, 
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M­
IND/PER/3/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional 
Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib dicabut dan dinyatakan 
lidak berlaku lagi. 

Pasal17 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menter; ini 
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 9 Mei 2011 

MENTERI PERINDUSTRIAN RI 

lid. 

MOHAMAD S. HIDAYAT 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 11 Mei 2011 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 

lid. 

PATRIALIS AKBAR 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 285 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Jenderal 


Kementerian Perindustrian 

Kepal ,,«1:I1@j<.um dan Organisasi, 
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